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KABUPA'IEN PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR ce TAHUN 2018 

TENTANG 

I SALINAN I 

JARINGAN DOKUMENTASJ DAN INFORMASI HUKUM 

KABUPATEN PRINGS~WU 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

RUPA'TI PRTNGSF..VlU, 

a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata 
dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan 
mernpakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
penyden~1:1a11 kel.alapemerintahan yang baik untuk 
memenuhi tuntutan masyara..kat atas dokumen clan 
inlorma.si hukum yang dibu tuhkan; 

b. bahwa berdasarkan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 2014 ten-tang Pengelolaan Jaringan 
Dokumentasi dan Inform.asi Hukurn Kementerian Dala.m 
Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk 
Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumenta5i 
dan Informasi Hukum Kabupaten Pringsewu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagrumrula 
di:maksud dalaro huru.f a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Ja.ringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten 
Pring~wu; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tent.ang Kete;bukaan lnformasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Trunba.han Lembo.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
P~.mb~ul.ukan Kabupaten Pringsewu di Provin5i 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 185, Tambahan Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Nomor 4932}; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Pen1n,hn1g-umiA.ngsrn 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 



Menctapkan 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nom.or 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Repub)ik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 56 791: 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Jaringan Dok:umentasi dan lnformasi Hukum Nasional; 

6. Peraturan Jdenteri Dalam Negeri Nuwt.1r 2 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hulrum Kementerian Dalam Negeri clan 
Pemerintah Daerah; 

7. PP.rahu-an Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peratumn Da.eroh Kabupatcn Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentsng Pemllf!ntulcan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lemba.ran 
Daerah .Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tnhun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, 
fungsi clan Tata Kerja Sekretariat Daerah, lnspektorat, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati 
(Lembaran Dael'ah Kabu(Mlen Pringsewu Tahun 2016 
Nomnr 42); 

MEMU1USKAN: 

PERATURAN DUPATI TENTANO JARINGAN DOKUMENTASI 
OAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PRINGSEWU. 

HABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasa1 l 

Dalan1 Peralunar1 Bup:1ti ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah edalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah naerah adalah Bupati beserta perangkat 
daerah sebagai unsur penyel.enggara pemerintahan 
daerah. 



3. Bupati adaJah Bupati Pringsewu. 

4. Pemerintahan Oaerah ada1ah penyelen,wu-aan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah clan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prin&ip otonmni seluas-Juasnya dalam aieteID dan 
p.rinsip Negara Kesatuan Republik Tmionesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum adalah 
Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pringsewu. 

6. Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum, yang 
selanjutnya disingkat JDIH, adaJan wadah 
pendayagunaan benama atas doku1uen hukum secara 
tertib, terpadu dan hP.rkesinambungan serta merupakan 
sarana pemberian pelayanan infonnasi hukum secara. 
lengkap, akurat, mudah clan cepat; 

7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang herupa 
peraturan perundang-undangan atau produk hukum 
selain peraturan perundang-undangan yang meliputi 
namun tidak terbata& pada putusan pengadilan, 
yurisprod@nsi, monografi hukum, utikel majabh 
hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian 
hukum, naskah a.kademia dan rancangan peraturan 
perundang-undangan. 

8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan 
yang terkandung dalam dokumen hukum; 

9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adaJah 
kegiat.an pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 
peleswian dan pendayagunean informasi hukum; 

BABII 
TUJUAN 

Pasal2 

Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum (JDIH} 
Kabupatcn Pringsewu bcrtujuan untuk: 

a. menjamin teniedianya dokumentasi dan infonnasi 
hukum yang lenglcap dan akurat serta de.pat diakscs 
secara cepat clan mudah; 

b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum 
kepada publik sebagai salah sa.tu wujud ketata 
pemerintahan yang baik:. 



BAB III 
PENGELOLAAN KEGIATAN 

Pa.sal 3 

(1) Pengelolaan Ja.ringa.n Dokumentasi dan lnformasi 
Hukum dilaksanakan oleh Bagian Bina dan Fasilitasi 
Prociuk Ilukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Pring-.'-';u. 

(2) Dalain rangka kelancaran pengelolaan JDJH dibentuk 
Tim Penge.lola Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan oleh 
Bupati. 

(:SJ Jaringan Dokum.entasi dan Informasi Hukum (JDIHJ 
Kabupaten f'ringsewu dapat diakses melalui website 
http:/ /jdih .pringc<1ewu Im b.go.id. 

(4) Keanggotaan Tim sebagajmana dimaksud pada ayat (2) 
tenliri a.tas: 

a. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu 
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
Kabupaten Pringsewu sebagai Ketua; 

b. Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 
Sekretariat Daend1 :se\Jagai Se~U:uis; 

c. Kepala Sub Bagian lnventarisasi, Dokumentasi dan 
De:siminasi Produk Hukum pada Bagian Bina dan 
Fasilitasl Prociuk Hukum sebagai Pokja Unit 
Pengembangan dan Pemanfaatan Website JDIH; 

d. Xepala Sub Basian Penyusunan Produk Hukum pada 
Bagisn. Bina dan Fasilitasi Prociuk Hukum sebagai 
Pokja Unit Dokumenta.si clan Uterasi Produk Hukum; 

e. Kepala Sub Bagien La.yanan Bantuan dan Kerjasama 
Huk:um pada Bagian Bina dan Fasilitasi Prociuk 
Huk:um sebagai Anggota; 

f. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Pringsewu sebagai anggota; 

g. Unsur Sekolah Tinggi Manajeman Informatike dan 
Komputer Pringsewu sebagai anggota; 

h. Unsur Organisasi Perangkat Daerah terlrait sebagai 
anggota; 

i, Staf Bagian Bina dan Fasilite.si Produk Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai 
anggota; 

(5) Tugas Tim Pengelola JDIH ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 



Pasa.1 4 

Pengelolaan Jaringan Dokumentaai dan lnformasi Iluktun 
meliputi: 

a . pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian 
dan pendayagunaac infonnasi dokumen hukum yang 
diterbitkan oleh pemerintah daerah; 

b. pembe.ngunan sistem informas:i hukurn berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi yang dapat 
diintcgrasikan dengan websi~ JDIH Provim:ti Lampung; 

c. pembul81ill dan pengembangan sumberdaya manusia 
(SDM) pengelola JDIH .Kabupateo Pringsewu; 

d. Evaluasi pe)aksanaan JDIH Kabupaten Pringsewu 
dilakukan paling sedikit 1 (se.tu) ki:ili dal~m setrun1n. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Fa.sal 0 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundanglc~n. 

Agar sct:iap orang nlen,sclcl.huinya, memerintahkan 
pengundangan Peratun:1n Ru pa.ti m1 dengan 
penempata.nnya dalarn Betita Daerah Ka.bupaten Pringsewu. 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada t.anggal 9 .JBlllari 2018 

BUPATT Pl?TNQSRWU, 

dto 

SQJJADI 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 9 J·aIJ.1.H;ri. 2:> 10 

SEKRETARIS OAERAH KABU YA'l't;N PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMANP~ 

BERITA DAERAH I<ABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR oo 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Prlnpewu : http:/ /Jllill.pringaewukab.go.ld/ 
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